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ABSTRACT

The aim of the study to examine the effect of regional wealth, regional spending,  intergovernmental revenue and audit findings on government performance regions. Population in this research are all  regencies and city in Riau Province  and all of them used as sample. The data used in this study are financial statements from 2014-2018. Using SPSS, the results shows regional wealth and intergovernmental revenue  have a significant effect on the performance of local governments, while regional spending  and audit findings does not have a significant effect on the performance of local government This research has a contribution to the local government that is able to improve its performance through increasing regional wealth by exploring the potential of the region.
Keywords: Regional Wealth, Regional Expenditure,  Intergovernmental Revenue, Audit Findings and Local Government Performance.

Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas kepada daerah memberikan kewenangan penuh bagi untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan di daerah dapat diarahkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.  

Efisiensi dan efektivitas dapat dipenuhi dengan  cara penggunaan sumber daya yang yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada pemerintah daerah, efisiensi dan efektivitas tercermin dalam pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan merupakan cerminan pencapaian kinerja  pemerintah. Kinerja tersebut  dapat dicapai apabila  pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. 

Namun kenyataanya harapan akan pencapain kinerja yang baik dengan adanya otonomi daerah tidak selalu sejalan dengan harapan publik. Terdapat banyak kritikan  kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan (Rini dan Damianti, 2017). Kinerja Pemerintah daerah yang disampaikan selama ini juga cendrung semu dan bias karena hanya menyampaikan program-program yang berhasil saja, sedangkan program yang gagal sering disembunyikan (Nurhamid,2008)

Penerapan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan dan wewenang kepada daerah untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan good government governance justru malah membuat masalah baru bagi pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin terbuka Colquhoun, 2013; Dolg, 2014; McGarvey,2012; Røge & Lennon, 2018) justru membuka ruang bagi munculnya korupsi yang semakin tinggi di daerah. Temuan ini dimungkinkan terjadi karena otonomi daerah menciptakan sistem pengawasan yang longgar atau tidak terlalu ketat terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh pusat.
Penelitian Ahyaruddin & Akbar (2018) juga mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah yang disampaikan hanya sebatas formalitas dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor koersif dalam bentuk tekanan regulasi seperti yang diungkapkan dalam teori isomorfisma institusional, yaitu untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan eksternal (Ahyaruddin & Akbar 2016, 2017;Ashworth, Boyne, & Delbridge 2009; Blume & Voight, 2011; Dimaggio & Powell 1983).

Rendahnya harapan kinerja peemrintah tersebut menjadi menarik untuk dikaji. Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.  Mereka menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah ( Wafa,2018);  Wenny (2012) dan Mustikarini dan Fitriasasi (2012) Namun penelitian Suharti (2017)  pada seluruh Pemda di Indonesia menunjukkan menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelengaaraan pemerintah.

Penelitian lain menemukan Belanja Daerah Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan Rustiono (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro.  Namun Penelitian Mustikarini dan 

Fitriasasi (2012); Harumiati dan Payamta(2014) menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Intergovernmental Revenue  adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (patrick, 2007) Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan, simanullang (2013).  Riesty (2016) dan Tesha (2014) bahwa intergovernmental revenue berpengaruh  terhadap kinerja keuangan.Ayuningsih (2016) dan  Erawati (2016)   Intergovernmental Revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

Liestiani (2011)Achmad (2017) menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012) Masdiantini dan  Erawati (2016)
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan hasil yang beragam, oleh sebab itu penelitian ini masih menarik untuk dikaji kembali. Berbeda dengan Suharti yang mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah, penelitian ini memfokuskan pada kinerja keuangan Pemerintah dengan menggunakan ukuran efisiensi (Halim,2004). Penelitian serupa di  Provinsi Riau masih belum banyak dilakukan, oleh sebab itu penelitian ini  dilakukan pada Pemerintah Daerah( Kabupaten dan Kota) Se Provinsi Riau. 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pemrintah Daerah, khusunya Pemerintah Daerah se Provinsi Riau dalam meningkatkan kinerjanya.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penelitian mengenai PAD, pernah dilakukan oleh Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) yang mana mereka mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap jumlah belanja daerah pemerintah daerah. Belanja daerah ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD dengan kinerja pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007 dalam Nugroho dan Rohman, 2012). Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan factor pendukung dari kinerja ekonomi makro. 

Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda. Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Wenny (2012) serta penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (2012) yang menemukan bahwa pendapatan Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Julitawati, et al (2012) juga menemukan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 1 huruf q, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU No.32 Tahun 2004, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sangat erat kaitanya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembangunan untuk belanja daerah sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan infrastrukut, kualitas sdm, dll. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan Rustiono (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro.  Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut: 

Hipotesis 2: Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Intergovernmental Revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (patrick, 2007) Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan, simanullang (2013). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenanganya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaanya oleh pemerintah pusat. 

Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam melaksanakan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuanganya karena sumber keuanganya berasal dari pihak eksternal. semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hal ni menunjukan semakin besar dana perimbangan maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. 

Rasio efisiensi yang semakin tinggi, mengidentifikasikan kinerja yang buruk. Dalam penelitian Riesty (2016) dan Tesha (2014) bahwa intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukan jika dana perimbangan besar maka kinerja keuangan baik, sehingga rasio efisiensi yang dihasilkan akan semakin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis berikutnya dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 4: Intergovernmental Revenue berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pengaruh Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Sarah (2014) temuan audit merupakan bukti adanya penyimpangan fraud di laporan keuangan. Sedangkan Maulana (2015) menjelaskan bahwa temuan audit merupakan penyimpangan, pelanggaran atau ketidakwajaran yang ditemukan oleh auditor berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hartati (2011) menyatakan salah satu kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan, yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan salah satunya berdasarkan pada pengungkapan yang lengkap (full disclosure). 

Liestiani (2011) menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya temuan ini, maka BPK akan meminta melakukan koreksi dan meningkatkan pengungkapannya. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah: 

Hipotesis 5: Temuan Audit (BPK) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan peneliti sebelumnya dan kajian teoritis serta permasalahan yang dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut ini digambarkan model bagannya:

Model Penelitian










Variabel Independen
                                                   Variabel Dependen
METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

 Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yakni sebanyak 12 Kota/Kabupaten. Berikut ini nama-nama kabupaten yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:
Tabel 3.1

Nama-nama Kota/Kabupaten yang Menjadi Sampel

	No.
	Nama Kota/Kabupaten

	1.
	Kota Pekanbaru

	2.
	Kota Dumai

	3.
	Kabupaten Siak

	4.
	Kabupaten Pelalawan

	5.
	Kabupaten Kampar

	6.
	Kabupaten Rokan Hilir

	7.
	Kabupaten Rokan Hulu

	8.
	Kabupaten Indragiri Hilir

	9.
	Kabupaten Indragiri Hulu

	10.
	Kabupaten Meranti

	11.
	Kabupaten Bengkalis

	12.
	Kabupaten Kuantan Singingi


 Penentuan sampel menggunakan metode sensus artinya seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini mengingat 12 Kota/Kabupaten tersebut berada dalam kewenangan Propinsi Riau. Sehingga pengambilan sampel adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau sebanyak 12 Kota/Kabupaten. Jumlah sampel adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh 12 Kota/Kabupaten di Propinsi Riau dari tahun 2014-2018 (12 x 5 tahun = 60)   

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di publikasikan, laporan realisasi anggaran untuk data PAD dan total pendapatan, laju PDRB tahun 2014-2018. 

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel 
Berikut tabel operasional variabel dalam penelitian ini :
Tabel 3.2

Operasional Variabel

	Variabel
	Definisi
	Pengukuran

	Variabel dependen (Y)  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006:117).
	        Realisasi Belanja Daerah

 =



         

      Realisasi Pendapatan Daerah



	Variabel Kekayaan Daerah (X1)
	Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ardhani, 2011).
	                PAD

 =

        Total Pendapatan



	Variabel Belanja Daerah (X2)
	semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. (UU No.23 Tahun 2014)
	        Total Realisasi Belanja Daerah

  =

       Total Anggaran Belanja daerah



	Variabel Intergovernmental Revenue (X4)
	Intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kota madya) dan besarnya ketergantungan pemerintah dari transfer pemerintah pusat (80%-98%) (Suhardjanto et al., 2010)
	      Total Dana Perimbangan

=


          Total Pendapatan



	Variabel Temuan Audit (BPK) (X5)
	Temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. (Mustikarini dan Fitriasasi, 2012)
	     Temuan Audit (dalam rupiah)

=

     Total Anggaran Belanja




Metode Analisis Data

Teknik analisis  yang digunakan adalaj regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah, intergovernmental revenue, temuan audit (BPK) dan leverage terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau).


Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  + ε

Keterangan:

Y
= Kinerja pemerintah daerah
α
= Konstanta

β
= Koefisien Regresi

X1
= Kekayaan daerah
X2
= Belanja daerah

X3
= Intergovernmental revenue
X4
= Temuan audit (BPK) 

ε
= Koefisien Error
Hasil Pengujian Hipotesis 

Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi hasil pengujian hipotesis
Tabel 4.12 

Hasil Nilai t hitung dan t tabel

	Variabel
	thitung
	Sig.
	ttabel
	Keterangan

	Kekayaan_daerh
	2.305
	.001
	2.00
	Berpengaruh

	Belanja_daerh
	1.114
	.381
	2.00
	Tidak

	Intergov_reve
	4.501
	.000
	2.00
	Berpengaruh

	Temuan_audit
	1.879
	.201
	2.00
	Tidak


Sumber : Hasil Perhitungan dengan Program SPSS For Windows versi 23.0

Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah

Hasil  pengujian hipotesis menunjukkan  nilai t hitung kekayaan daerah (X1) (2,305) > t tabel (2,00) dengan p value 0.001 (<0.005). Sehingga Hi diterima dan Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh antara kekayaan daerah (X1) terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau. Semakin tinggi kinerja penyelenggaraan pemda tersebut maka akan menimbulkan teori pengharapan, sebab hasil kerja yang baik maka akan memunculkan hadiah (reward).
Tingkat kekayaan yang besar mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemda tersebut. Hal ini bisa dilihat dari tujuan utama program kerja pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang besar. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kekayaan yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja penyelenggaraanpemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasasi, 2012).

Kekayaan daerah harus dikaitkan dengan peningkatan pengungkapan karena menunjukkan kualitas manajemen, yang dapat menguntungkan politisi lokal dengan meningkatkan peluang pemilihan ulang. Dalam hal ini, kekayaan yang menunjukkan kualitas manajemen maka tentunya akan membuat pemda mengungkapkan LKPD nya secara penuh sebab pemda memiliki manajemen yang yang handal. Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasari (2012) menemukan bahwa kekayaan pemda juga memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kotadimana pemda dengan aset yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin et. al. (2010), Mustikarini dan Fitriasasi (2012), Sumarjo (2010), Diyah Ayuningsih (2016) yang menyatakan kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis  menunjukkan  nilai t hitung belanja daerah (X2)  (1,114) < t tabel (2,00) dengan p value 0.381 (>0.05) . Sehingga Hi ditolak dan Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara belanja daerah (X2) terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau.

APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pengeluaran dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah. (Vegirawati, 2012: 65). 

Mahmudi (2012:55) menyatakan bahwa jika dilihat dari hubungan belanja dengan suatu aktivitas, maka belanja dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: belanja langsung merupakan belanja yang terkait dengan kegiatan, yang meliputi: belanja tenaga kerja langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal, yang kedua adalah belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan, yang termasuk dalam belanja ini adalah: belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi nilai kinerja Pemerintah Daerah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayuningsih (2016) menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

 Pengaruh intergovernmental revenue terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil penelitian  menunjukkan  nilai t hitung intergovernmental revenue (X4)  (4,501) > t tabel (2,00) dengan nilai p value 0.000 ( <0.05) . Sehingga Hi diterima dan Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh antara intergovernmental revenue (X4) terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau).

Alokasi pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh intergovernmental revenue. Intergovernmental revenue sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Dana transfer tersebut di Indonesia lebih dikenal sebagai dana perimbangan. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah harus membelanjakan pendapatan transfer tersebut sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut peraturan yang berlaku. 

Semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pendapatan dari pemerintah pusat akan menyebabkan pemerintah daerah tidak terlalu bersemangat untuk menggali potensi PAD yang dimilikinya, pemerintah daerah beranggapan bantuan pendapatan dari pemerintah pusat sudah cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sehingga tidak perlu susah payah menggali PAD lebih banyak. Semakin besar proporsi Intergovernmental Revenue dalam suatu pemerintah daerah maka semakin buruk kinerja keuangannya.
Beberapa penelitian terdahulu mengenai intergovernmental revenue atau tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dilakukan oleh Utomo (2015) dan Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Utomo (2015) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini mendukung hasil penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita Maiyora (2015) menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara intergovernmental revenue terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pengaruh temuan audit (BPK) terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil penelitian menunjukkan  nilai t hitung temuan audit (X5)  (1,879) < t tabel (2,00) dengan p value 0.201 (> 0.05) . Sehingga Hi ditolak dan Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara temuan audit (X5) terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah menggambarkan semakin buruknya/semakin tidak efisien Kinerja Pemerintah Daerah tersebut. 

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Dalam penelitian ini hasil pemeriksaan oleh BPK yang digunakan hanya Temuan Audit yang dapat dinilai dengan rupiah yang dapat menimbulkan kerugian dari adanya temuan audit. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Namun dari hasil penelitian ini tidak terdapat pengaruh antara temuan audit (X5) terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau karena dari tahun 2014-2018, temuan audit BPK cenderung menunjukkan penurunan kasus tiap tahunnya. Kasus terbanyak hanya terjadi di tahun 2014 sebanyak 4 kabupaten ditemui adanya temuan audit yakni di Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Bengkalis. Tahun 2015, tidak terdapat kasus temuan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau. Tahun 2016-2016, hanya 1 kabupaten yang terdapat kasus temuan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau seperti tahun 2016 di Kabupaten Pelalawan, tahun 2017 di Kabupaten Siak dan tahun 2018 di Kabupaten Meranti. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda. Sehingga sedikitnya jumlah kota/kabupaten di Riau ditemukan kasus temuan audit BPK sehingga tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah karena dianggap pemerintah daerah kota/kabupaten di Riau rata-rata memiliki kinerja pemerintah terutama keuangan rata-rata baik terbukti memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.  

Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abu Achmad (2017) dan Nurfika Irmawati Purba (2019) menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R2) adalah antara nol dan satu.  

Tabel 4.13

Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.964a
	.928
	.750
	.05327
	1.832

	a. Predictors: (Constant), Temuan_audit, Rsio_kmandirian, Kekayaan_daerh, Belanja_daerh, Intergov_reve
b. Dependent Variable: Kinerja_pemda

SSumber : Hasil Perhitungan dengan Program SPSS versi 23.00


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kekayaan daerah (X1), belanja daerah (X2), rasio kemandirian (X3), intergovernmental revenue (X4) dan temuan audit (X5) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel terikat, yaitu kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau), hal ini dapat dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,964. Diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda (R²) sebesar 0,750. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yakni kekayaan daerah (X1), belanja daerah (X2), rasio kemandirian (X3), intergovernmental revenue (X4) dan temuan audit (X5) secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau) (Y) sebesar 75 %. Artinya variabel bebas yakni kekayaan daerah (X1), belanja daerah (X2), rasio kemandirian (X3), intergovernmental revenue (X4) dan temuan audit (X5) mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau) sebesar 75 %.    
SIMPULAN 

Penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan yaitu kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah  Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Peningkatan kekayaan daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah.  Belanja daerah tidak berpengaruh  terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. intergovernmental revenue berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Meningkatnya Intergovermental Revenue akan meningkatkan kinerja pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan temuan audit (BPK)  tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki keterbatasan penelitian, diantaranya: Penelitian ini tidak dapat mencapai keseluruhan pemerintah daerah yang ada di Indonesia, hanya satu propinsi saja yakni Propinsi Riau sehingga hasil penelitian yang diharapkan belum maksimal. Sehingga disarankan penelitian selanjutnya meneliti objek yang lebih luas. Penelitian ini hanya menggunakan kekayaan daerah, belanja daerah,  intergovernmental revenue, temuan audit (BPK)untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah, ada baiknya penelitian selanjutnya menambah variabel lainnya seperti ukuran legislatif, ketepatan sasaran anggaran, opini audit, dan lain-lain. 

Penelitian ini memiliki kontribusi pada pemerintah daerah yaitu dapat meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kekayaan daerah dengan cara menggali potensi daerah.
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